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Pengaruh Pendapatan dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan  
Wajib Pajak dalam Membayar PBB dengan Sanksi  
sebagai Variabel Moderating 
(Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Takalar) 
The Effect of Income and Tax Authorities Service on Taxpayer Complience 
in Paying Land and Building Tax in Takalar Regency with Sanction  
as Moderating Variable 
(The Empirical Study on Taxpayer in Takalar Regency) 
 
Kiky Dewanty Putri 
Yulianus Sampe 
Nirwana 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan dan pelayanan 
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dengan sanksi 
sebagai variabel moderating di Kabupaten Takalar. Data penelitian ini diperoleh 
dari kuesioner (primer) dengan mengambil responden sebanyak 100 wajib pajak 
yang ada di Kabupaten Takalar. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Moderated Regression Analysis (MRA) dengan menggunakan SPSS 
21.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang 
pendapatan dan pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak, sementara sanksi menunjukkan hasil tidak dapat memoderasi hubungan 
antara pendapatan dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di 
Kabupaten Takalar.  
 
Kata Kunci: pendapatan, pelayanan pajak, sanksi, kepatuhan wajib pajak. 
 
This research aims to examine the effect of income and tax service on taxpayer 
complience in paying land and building tax in Takalar Regency with sanction as 
moderating variable. The research data was obtained from questionnaires 
(primary) by taking as many as 100 respondents taxpayer in Takalar Regency. 
The analysis data was used by Moderated Regression Analysis (MRA) with 
SPSS 21.0. These result of research showed that income and tax service has 
positive effect on taxpayer complience,while sanction showed the result that it 
cannot moderate the relationship between income and tax service on taxpayer 
complience in paying land and building in Takalar Regency. 
 
Keywords: income, tax service, sanction, taxpayer complience. 
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1.1 Latar Belakang 
Pembangunan nasional di Indonesia sekarang ini terus berkembang 
pesat. Hal ini tidak terlepas dari berbagai macam faktor, dukungan dari berbagai 
macam pihak, dan peran aktif serta pemerintah dan masyarakat sehingga 
pembangunan nasional dapat terwujud.  Maka pemerintah tentunya memerlukan 
dana yang besar untuk membiayai pembangunan tersebut, dengan tujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spiritual.Salah 
satu sumber pembiayaan pembangunan suatu negara yaitu  berasal dari pajak. 
Pajak di Indonesia, merupakan bagian dari sumber penerimaan negara 
yang dianggap paling potensial, oleh karena itu pajak digunakan sebagai salah 
satu sumber pembiayaan negara. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah 
dituntut untuk dapat mengelola pajak dengan baik agar dapat terwujud 
pembangunan yang maksimal. 
Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dapat dibedakan 
menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu contoh pajak pusat 
yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan dinilai cukup 
potensial dalam mendorong peningkatan pendapatan negara dibandingkan 
dengan jenis pajak yang lain. Oleh karena itu pemerintah terus melakukan 
perubahan untuk meningkatkan pendapatan negara yang didapatkan dari sektor 
pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).  
Pemerintah sejauh ini telah melakukan usaha untuk mencapai target 
penerimaan pajak agar dapat meningkat. Salah satu usaha pemerintah dalam hal 




perundang-undangan pajak dan reformasi administrasi. Untuk meningkatkan 
pendapatan daerah dari sektor perpajakan maka pemerintah melakukan 
amandemen pada peraturan perundang-undangan dibidang pajak dan retribusi 
daerah. Tindakan pemerintah tersebut merupakan peran serta pemerintah dan 
dukungan pelaksanaan otonomi daerah sehingga hubungan sektor keuangan 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan lebih baik. Salah satu 
amandemen undang-undang yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia 
berkaitan dengan pajak adalah amandemen pada Undang-Undang Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi 
UU No. 28 Tahun 2009 yaitu sesuai pasal 1 ayat (37) yang berbunyi. 
“Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas 
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan 
oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”. 
 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mulai 
tahun 2009 sudah diberlakukan UU. No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, terjadi peralihan kegiatan pendataan, 
penilaian, proses penetapan, kegiatan administrasi hingga pemungutan atau 
penagihan dan pelayanan PBB-P2 yang kemudian diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) (Widiastuti, 2014). Pemerintah 
mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) 
dilaksanakan secara penuh oleh pemerintah daerah, sedangkan pemerintah 
pusat hanya memungut Pajak Bumi dan Bangunan atas perkebunan, 
pertambangan, dan perhutanan. Perubahan amandemen ini oleh pemerintah 
Daerah Kabupaten Takalar baru diterapkan pada tahun 2014. Pemerintah 
Daerah menjalankan kewenangan ini masih seumur jagung. Dengan 




oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) harus melakukan pemungutan pajak 
daerah yang sesuai dengan mekanismenya. Ini merupakan tugas Dispenda 
untuk mempersiapkan diri agar pemungutan pajak daerah bisa terlaksana 
dengan baik, sehingga dispenda memberikan pelatihan kepada para Sumber 
Daya Manusia (SDM) mengenai mekanisme pemungutan pajak itu sendiri. Jika 
pelatihan ini tidak maksimal maka para SDM dapat menghasilkan kualitas 
pelayanan pajak yang kurang baik.Hal ini dapat mengakibatkan pemungutan 
pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat memenuhi 
target yang telah di tetapkan. 
Tabel 1.1 
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Takalar 
Tahun 2013-2015 (DalamRibuan Rupiah) 
Tahun Target Realisasi 
Persentase 
pencapaian (%) 
2013 3.755.988 2.816.516 75.18 
2014 9.995.163 5.053.567 51.05 
2015 14.097.265 7.664.049 54.94 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar, 2016 
Tabel di atas menunjukkan realisasi penerimaan PBB di Kabupaten 
Takalar pada tahun 2013-2015, persentase pencapaiannya tidak pernah 
mencapai 100%. Hal tersebut dikarenakan Kurangnya tingkat kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar PBB di Kabupaten Takalar. Berdasarkan kondisi di atas 
peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam apa yang menyebabkan tingkat 
kepatuhan PBB di Kabupaten Takalar masih minim. 
Peran pemerintah saja tidak cukup untuk meningkatkan PAD untuk 
memenuhi kebutuhan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) yang 
setiap tahunnya terus meningkat.Tetapi masyarakat juga harus berperan serta 
sebagai wajib pajak agar terwujudnya pembangunan nasional. Peran serta 
tersebut yakni dalam bentuk kepatuhan dalam membayar kewajiban pajak. 




kemauan si pembayar pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban 
perpajakannya (Faizah, 2009). Berbagai macam faktor mempengaruhi kepatuhan 
wajib pajak. Menurut Apollo dalam Faizah (2009:5) kepatuhan timbul karena 
berbagai faktor seperti pendidikan dan pengetahuan perpajakan, sistem 
perpajakan, penyuluhan dan informasi perpajakan, letak geografis, kinerja 
aparatur pajak, penegakan hukum serta pelayanan yang diberikan oleh 
pemerintah kepada wajib pajak.  
Di Indonesia Official Assesment system merupakan sistem yang dianut 
untuk pemungutan pajak PBB. Menurut Mardiasmo (2011:7) Official Assessment 
System adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 
pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 
Sistem pemungutan pajak ini dicirikan dengan (1) wewenang untuk menentukan 
besarnya pajak terutang ada pada fiskus, (2) wajib pajak bersifat pasif, dan (3) 
utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetepan pajak oleh fiskus. 
Dalam praktek pemungutan pajak sering dijumpai adanya tindakan 
penghindaran pajak (Tax Avoidance), baik yang dilakukan secara aktif maupun 
pasif. Dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh wajib 
pajak ataupun tidak sengaja karena dipengaruhi berbagai macam faktor 
(Hasannudin, 2014). Contohnya pendapatan wajib pajak (WP), ataupun karena 
kualitas pelayanan pajak yang didapatkan dari kantor pajak kurang memuaskan 
menyebabkan wajib pajak enggan patuh membayar pajak pada Kabupaten 
Takalar. Adanya beberapa faktor yang muncul dapat menggambarkan kepatuhan 
wajib pajak dalam membayar PBB. Selain itu penghasilan atau pendapatan wajib 
pajak dapat menjadi faktor terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten 
Takalar. Seperti yang diungkapkan Nurmantu dalam Musthofa (2011:19) yang 




maka secara naluriah uang itu pertama-tama ditujukannya untuk memenuhi 
kebutuhan diri sendiri dan keluarganya, tetapi pada saat yang bersamaan jika 
telah memenuhi syarat-syarat tertentu maka timbul kewajiban untuk membayar 
pajak kepada negara menyebabkan timbulnya konflik antara diri sendiri dengan 
kepentingan negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu 
dimenangkan, masyarakat awam akan lebih cenderung berpikir bahwa 
penghasilan yang mereka peroleh kurang bersedia apabila harus disisihkan 
untuk membayar pajak.  
Faktor lain yang menjadi pengaruh kepatuhan wajib pajak adalah sanksi 
pajak. Tidak banyak sikap wajib pajak menyepelekan atau masa bodoh dengan 
adanya sanksi. Kurangnya pengetahuan mengenai sanksi pajak diduga menjadi 
salah satu faktor yang membuat wajib pajak tidak patuh untuk melaksanakan 
kewajibannya dalam membayar pajak. Pengertian sanksi perpajakan merupakan 
jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma 
perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi 
perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar waib pajak tidak 
melanggar norma perpajakan. Sanksi bersifat memaksa wajib pajak untuk 
memenuhi kewajibannya dalam hal membayar pajak (Mardiasmo, 2011:59).  
Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB telah 
dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Faizah (2009) yang menguji 
pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum 
pajak terhadap kepatuhan dalam membayar PBB dengan hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pendapatan, 
pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Penelitian tersebut di 




memunjukkan bahwa sikap berperilaku, norma subjektif, perceived behavioral 
control, kesadaran, pelayanan pajak juga mempengaruhi wajib pajak untuk patuh 
terhadap perpajakan sedangkan pengetahuan atas sanksi pajak tidak 
mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk patuh terhadap perpajakan hal 
tersebut disebabkan karena pengetahuan hanya memberikan wawasan dan 
gambaran secara umum sehingga tidak cukup menciptakan persepsi positif wajib 
pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Dalam penelitian Faizah (2009) 
juga mengatakan pengetahuan mengenai perpajakan lebih dominan 
pengaruhnya dibandingkan dengan variabel lainnya. Berbeda dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Musthofa (2011) yang juga meneliti mengenai 
kepatuhan wajib pajak PBB di kelurahan Tembalang Semarang, yang menguji 
pengaruh penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar PBB dengan hasil penelitian pendapatan tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak 
mempunyai pengaruh parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 
pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini berbeda dari penelitian 
sebelumnya dikarenakan terdapat beberapa faktor dari luar yang mempengaruhi 
sehingga hasil penelitian tersebut berbeda dari penelitian sebelumnya.  
Berdasarkan uraian diatas penelitian ini menguji lebih lanjut pengaruh  
pendapatan wajib pajak dan pelayanan pajak dengan menambahkan variabel 
moderasi yaitu sanksi pajak. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya 
terletak pada objek dan waktu penelitiannya. Penelitian ini mengambil objek 
diKabupaten Takalar. Motivasi terbesar penelitian ini adalah untuk mengetahui 
apakah faktor-faktor tersebut dengan ditambahkannya variabel moderasi dapat 





Berdasarkan alasan tersebut di atas maka penulis melakukan penelitian 
dengan judul “Pengaruh Pendapatan dan Pelayanan Pajak terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB dengan Sanksi Sebagai 
Variabel Moderating (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten 
Takalar)”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dan merujuk pada penelitian 
sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah  
1. Apakah pendapatan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten Takalar? 
2. Apakah pelayanan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar PBB di Kabupaten Takalar? 
3. Apakah sanksi dapat memperkuat hubungan antara pendapatan wajib 
pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten 
Takalar? 
4. Apakah sanksi dapat memperkuat hubungan antara pelayanan pajak 
dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten 
Takalar? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Mengetahui apakah pendapatan wajib pajak mempunyai pengaruh 





2. Mengetahui apakah pelayanan pajak mempunyai pengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten 
Takalar. 
3. Mengetahui apakah sanksi dapat memperkuat hubungan antara 
pendapatan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar 
PBB diKabupaten Takalar. 
4. Mengetahui apakahsanksi dapat memperkuat hubungan antara 
pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di 
Kabupaten Takalar. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Bagian kegunaan penelitian akan menunjukkan kegunaan dan pentingnya 
penelitian, terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan 
dalam arti luas. 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam pembelajaran 
mengenai perpajakan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 
2. Penelitian ini untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi 
dasar oleh peneliti berikutnya yang berminat untuk meneliti faktor-faktor  
yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar sebagai kontribusi dalam 
usaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dengan mengetahui 






1.5 Sistematika Penulisan 
Berikut ini penulis sajikan uraian singkat materi pokok yang akan dibahas 
pada masing-masing bab, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh 
tentang penulisan ini. 
Bab I:  Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II: Tinjauan Pustaka, bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, 
kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. 
Bab III: Metode Penelitian, bab ini terdiri dari rancangan penelitian, tempat dan 
waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, 
instrumen penelitian, dan analisis data. 
Bab IV: Hasil Penelitian, bab ini berisikan tentang gambaran umum  objek 
penelitian, deskripsi sampel penelitian, hasil uji kualitas data, hasil uji 
asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil 
penelitian. 
Bab V: Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari 
pelaksanaan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang 





2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Teori Atribusi  
Teori Atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati 
perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan 
secara internal atau eksternal (Robbins, 2003:177). Menurut Harold Kelley (1972-
1973) dalam Nurfauzi (2016:15) mengemukakan bahwa.  
“Teori Atribusi memandang individu sebagai psikolosi amatir yang 
mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa 
yang dihadapinya. Teori Atribusi mencoba menemukan apa yang 
menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. 
Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada 
interpretasi kita tentang peristiwa itu.” 
 
Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini 
berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor 
internal seperti ciri kepribadian, kesadaran dan kemampuan, sedangkan perilaku 
yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, 
artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. 
Berdasarkan penjelasan di atas, teori ini menunjukkan bahwa perilaku 
seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Teori ini relevan untuk 
menjelaskan kepatuhan wajib pajak pada seseorang dilandasi dari berbagai 
persepsi serta memberi penilaian terhadap pajak itu sendiri,lalu pribadinya 
sendiri yang akan menentukan akan bersikap patuh atau tidak patuhdengan 
adanya pengaruh internal dalam penelitian ini yaitu variabel pendapatan 
merupakan pengaruh internal dan pengaruh eksternal yaitu variabel pelayanan 





2.1.2 Teori Pembelajaran Sosial 
Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa orang-orang dapat belajar 
melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Teori pembelajaran 
sosial berasumsi bahwa perilaku adalah sebuah fungsi dari konsekuensi dan 
teori ini juga mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan 
(observasional) dan pentingnya persepsi dalam pembelajaran. Individu merespon 
pada bagaimana mereka mendifinisikan konsekuensi, bukan pada konsekuensi 
objektif itu sendiri. Empat proses untuk menentukan pengaruh sebuah model 
pada seorang individu (Robbins, 2003:74), yaitu (1) proses perhatian, (2) proses 
penyimpanan, (3) proses produksi motorik, (4) proses penguatan.  
Teori ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi 
kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat atau patuh membayar 
pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya 
yaitu jika hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada 
pembangunan suatu negara (Widiastuti, 2014).  
 
2.2 Konsep Perpajakan 
2.2.1 Definisi Pajak 
Menurut Soemitro dan Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa: 
“pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang akan 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.  
 
Selain itumenurut Markus (2005:1) menyatakan bahwa: 
“pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-
undang wajibdiberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat 
kontraprestasisecara langsung dari negara, digunakan untuk keperluan 
pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan 





Dari definisi yang telah dikemukakan diatas maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah 
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan 
pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.  
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 
individual oleh pemerintah.  
3. Pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah. 
4. Berfungsi sebagai budgetair dan regulerend. 
2.2.2 Fungsi Pajak 
Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, 
terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo dalam Faizah (2009:14) yaitu.  
1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)  
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu 
dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.  
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu 
dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat 
ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah. 
2.2.3  Syarat Pemungutan Pajak 
Pemungutan pajak mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu UUD 1945 
pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa “segala pajak untuk keperluan negara 
berdasarkan undang-undang”. 
Menurut Adam Smith dalam Faizah (2009:14) pemungutan pajak 




1. Equality  
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan 
kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan 
membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang 
diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan 
uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya. 
2. Certainty  
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, 
wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang 
terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. 
3. Convenience  
Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan 
saat-saat yang tidak menyulitkan wajibpajak sebagai contoh pada saat 
wajib pajak memperoleh penghasilan.  
4. Economy 
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan 
kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkanseminimum mungkin, 
demikian pula beban yang dipikul wajib pajak. 
 
2.3 Pajak Bumi daan Bangunan  
2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek Pajak 
Bumi dan Bangunan yang diatur pengenaanya berdasarkan Undang-Undang 
No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 
tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Tjahjono dan Wahyudi, 




Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, 
dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan 
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 
pertambangan. 
2.3.2 Objek Pajak 
2.3.2.1 Objek PBB  
Menurut Tjahjono dan Wahyudi (2005:347) yang menjadi objek Pajak Bumi dan 
Bangunan adalah 
1. Bumi 
Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada 
dibawahnya.Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman 
(termasuk rawa-rawa tambak pengairan) serta laut wilayah Republik 
Indonesia. 
2. Bangunan  
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara 
tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha 
dan tempat yang diusahakan. Termasuk dalam pengertian bangunan 
adalah. 
a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan 
seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang 
merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. 
b. Jalan tol.  
c. Kolam renang.  
d. Pagar mewah.  
e. Tempat olahraga.  




g. Taman mewah.  
h. Tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.  
i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat. 
2.3.2.2 Pengecualian Objek PBB  
Pengecualian objek Pajak Bumi dan Bangunan menurut pasal 3 UU 
No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994 
adalah sebagai berikut: 
1. digunakan semata-mata untuk melayanikepentingan umum dibidang 
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional,yang 
tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Tidak mencari keuntungan 
di sini maksudnya adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk 
melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk 
mencari keuntungan. Untuk mengetahuinya dapat dilihat pada anggaran 
dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak 
dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 
nasional tersebut. Termasuk dalam penger tian ini adalah hutan wisata 
milik negara sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 
tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan. Contoh objek pajak yang 
dikecualikan adalah objek pajak yangdigunakan untuk pesantren atau 
yang sejenis dengan itu, madrasah, tanah wakaf dan rumah sakit umum.  
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, candi atau yang 
sejenis dengan itu.  
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata milik negara 
sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-
ketentuan pokok kehutanan, taman nasional, tanah penggembalaan yang 




4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultat berdasarkan asas 
perlakuan timbal balik.  
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang 
ditentukan oleh Menteri Keuangan. 
2.3.3 Subjek  PBB 
Menurut Markus (2005:408) yang menjadi Subjek Pajak PBB adalah 
orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi 
atau tanah dan/atau memperoleh manfaat atas bumi atau tanah dan/atau 
memiliki, menguasai atas bangunan dan/atau memperoleh manfaat atas 
bangunan.Pengertian secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dibuktikan 
dengan adanya suatu hak atas bumi berupa sertifikat, sedangkan memperoleh 
manfaat atas bumi dibuktikan dengan adanya pengelolaan atas bumi tersebut 
oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan sehingga mereka memperoleh 
hasil dari bumi yang dikelolanya (Darwin, 2013:8). 
2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak 
Menurut Mardiasmo (2011:337), dasar pengenaan Pajak Bumi dan 
bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Objek 
Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun sekali oleh Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan 
mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) 
setempat serta memperhatikan asas self assessment. Yang dmaksud 
(assessment value) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar 
perhitungan pajak, yaitu suatu persertase tertentu dari nilai jual sebenarnya. 
Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan 




Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat 
transaksi jual beli. Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui:  
1. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah 
pendekatan/metode penentuan jual suatu objek pajak dengan cara 
membandingkannya dengan objek lain yang sejenis, yang letaknya 
berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.  
2. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai 
jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang 
dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian 
dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik 
objek tersebut.  
3. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual 
suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak 
tersebut.           
2.3.5 Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah batas NJOP atas 
Bumi dan Bangunan yang tidak kena pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indoesia Nomor 67/PMK.03/2011 Tentang Penyesuaian 
Besarnya NJOPTKP Pajak Bumi dan Bangunan yang mulai berlaku 1 Januari 
2012 pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan NJOPTKP untuk setiap Wajib Pajak 
dietetapkan paling tinggi sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta 
rupiah) (Isnanto dalam Nurfauzi, 2016:27). Menurut Undang-Undang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRB), besarnya Nilai Objek Pajak Tidak 




rupiah) untuk setiap wajib pajak dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
2.3.6 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) 
Dalam rangka pendataan, subjek wajib pajak mendaftarkan objek 
pajaknya dengan mengisi SPOP. Wajib pajak akan diberikan SPOP diisi dan 
dikembalikan kepada Kepala Daerah. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, 
lengkap dan tepat waktu serta ditandatangani dan disampaikan kepada kepala 
daerah yang wilayah kerjanya meliputi objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Berdasarkan 
SPOP, kepala daerah menerbitkan SPPT. Kepala daerah dapat mengeluarkan 
SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:  
1. SPOP tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara 
tertulis oleh kepala daerah sebagaimana dalam Surat Teguran.  
2. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah 
pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung 
berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. (UU No. 28 pasal 
83 dan 84 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) 
2.3.7 Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana  
2.3.7.1 Sanksi Administrasi  
Menurut Waluyo dalam Faizah (2009:21) sanksi administrasi dikenakan 
terhadap: 
1. wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun telah ditegur 
secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dihitung dari 




2. Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain 
ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang 
dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut 
ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% 
dari selisih pajak yang terutang.  
3. Wajib pajak tidak membayar atau kurang bayar, pajak yang terutang pada 
saat jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai 
dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.  
2.3.7.2 Sanksi Pidana  
Sanksi pidana diterapkan apabila wajib pajak melakukan secara berulang 
dan menyebabkan kerugian pada negara relatifbesar. Sanksi pidana 
dilaksanakan melalui proses pengadilan yang dimulai dari tindakan penyidikan 
oleh penyidik pajak lalu diserahkan kepada penuntut umum (kejaksaan) diadili di 
Pengadilan Negeri dan diputuskan oleh Hakim.  
1. Kalau wajib pajak terbukti di Pengadilan karena kealpaannya tidak 
mengembalikan SPOP atau mengembalikanSPOP tetapi isinya tidak 
benar atau tidak lengkap dan tidak melampirkan keterangan yang benar 
sehingga menimbulkan kerugian pada negara, maka dipidana dengan 
pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 
kali PBB terutang. 
2. Kalau wajib pajak terbukti di Pengadilan karena dengan sengaja tidak 
mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP tapi isinya tidak 
lengkap, tidak melampirkan keterangan yang benar, memperlihatkan urat 
atau dokumen yang palsu atau dipalsukan, tidak memperlihatkan atau 




menyampaikan keterangan yang diperlukan sehingga menimbulkan 
kerugian pada negara, maka dipidana dengan pidana penjara 
selamalamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak 
terutang.  
3. Kalau pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 21 terbukti di 
Pengadilan karena dengan sengaja memperlihatkan surat atau dokumen 
yang palsu atau dipalsukan dan tidak memperlihatkan atau meminjamkan 
surat atau dokumen lainnya sehingga menimbulkan kerugian pada 
negara maka dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu 
tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).  
 
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak  
2.4.1  Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak  
Menurut kamus umum bahasa Indonesia dalam Devano dan Rahayu 
(2006:110) istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. 
Dalam perpajakankita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan 
merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan 
perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan 
memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan.  
Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Nowak dalam Devano dan 
Rahayu (2006:110) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan 
kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau 
berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah 





Sedangkan Nurbani dan Syamsiati dalam Fauziah (2009:24) mencoba 
mendefinisikan kepatuhan membayar pajak yaitu masalah pola pikir atau 
paradigma yang mempengaruhi kemampuan si pembayar pajak dan dalam hal 
tidak dapat berubah begitusaja, terkecuali apabila pemerintah mengadakan 
program yang luas dan berkesinambungan akan manfaat pajak.  
2.4.2  Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak  
Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi 
dan Bangunan dapat dilihat dari sikap dan perilaku yang diperlihatkannya 
meliputi :  
1. kesadaran  
kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti yakin, merasa, tahu dan 
mengerti. Sedangkan kesadaran yaitu keadaan mengerti atau yang 
dirasakan, dialami seseorang. Kesadaran yang dimaksud di sini adalah 
wajib pajak selalu berusaha membayar pajak setiap tahun dengan 
sukarela yakin bahwa pajak berguna bagi pembangunan sehingga 
dengan kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak makapembangunan juga 
akan berjalan lancar.  
2. Kelancaran  
Lancar berarti cepat, tidak tersendak-sendak, berlangsung terus tidak 
berhenti Notosudirjo dalam Faizah (2009:25). Sedangkan kelancaran 
yaitu keadaan lancarnya sesuatu. Kelancaran yang dimaksud di sini 
adalah wajib pajak selalu berusaha untuk membayarpajak setiap tahun, 
sehingga dengan lancarnya dana yang berasal dari pajak ini maka 






3. Ketepatan Waktu  
Setelah wajib pajak menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang) wajib pajak harus membayar hutang pajaknya dalam waktu 
enam bulan terhitung sejak saat diterima SPPT oleh wajib pajak. Apabila 
wajib pajak terlambat membayar pajak terutang maka wajib pajak akan 
dikenakan denda administrasi sebesar 2% perbulan. Mengingat 
pentingnya peranan pajak bagi pelaksanaan pembangunan, maka sudah 
selayaknya wajib pajak dalam membayar pajak seharusnya tepat waktu 
karena apabila membayar pajak melewati batas waktu pembayaran maka 
akan menghambat pembangunan.  
4. Ketaatan  
Taat berarti patuh pada perintah Notosudirjo dalam Faizah(2009:26) 
sedangkan ketaatan adalah sifat taat terhadap sesuatu. Ketaatan dalam 
hal ini adalah sikap yang diperlihatkan oleh wajib pajak untuk selalu 
berusaha mentaati segala peraturan perundang-undangan perpajakan 
dengan memenuhi kewajiban perpajakannya untuk membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan.  
2.4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam 
Membayar Pajak  
Menurut Devano dan Rahayu (2006:112) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yaitu : 
1. kondisi sistem administrasi perpajakan  
Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan 
perbaikan diharapkan wajib pajak akanlebih termotivasi dalam memenuhi 





2. Pelayanan kepada wajib pajak  
Administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat 
pajak, dan prosedur perpajakannya baik. Dengan kondisi tersebut maka 
usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih 
cepat, dan menyenangkan wajib pajak. Dampaknyaakan tampak pada 
kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak.  
3. Penegakan hukum perpajakan  
Wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat 
tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.  
4. Pemeriksaan pajak  
Tindakan pemberian sanksi terjadi jika wajib pajak terdeteksi melalui 
aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki 
integritas tinggi, melakukan tindakan tax evasion. 
5. Tarif pajak 
Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak 
membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang 
dibayar pun tidak banyak.  
Menurut Surjoputrodan Widodo dalam Faizah (2009:26), pada 
hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi 
perpajakan yang meliputi tax servicedan tax enforcement. Sedangkan langkah-
langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib 
pajak yaitu melalui dua cara yaitu :  
1. wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan 





2. Wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir bahwa mereka akan 
mendapat sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan 
terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan serta 
kemampuan cross checking informasi dengan instansi lain.  
Kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola pikir yang 
mempengaruhi kemauan si pembayar pajak untuk memenuhi dan melaksanakan 
kewajiban perpajakannya (Faizah,2009). 
 
2.5  Pendapatan  
2.5.1  Pengertian Pendapatan  
Dalam pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak 
dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh 
tingkat pendapatan, oleh karena itupajak harus dipungut pada saat yang tepat, 
yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang (Soemitro dalam Faizah, 2009:28).  
Pendapatan menurut Lumbatoruan dalam Faizah (2009:29) adalah 
tanggungan jumlah uang atau nilai yang selama tahun takwim diperoleh 
seseorang dari:  
1. usaha dan tenaga;  
2. barang tak bergerak; 
3. harta bergerak; 
4. hak atas pembayaran berkala; dan 
5. tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwin kecuali jika hal 
sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak.  
Menurut Winardi dalam Faizah (2009:29) pendapatan adalah hasil yang 
berupa uang atau hasil materi lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan 




pendapatan keluarga adalah segala balas karya yang diperoleh sebagai imbalan 
atau balas jasa atas sumbangan seseorang terhadap proses produksi. 
Berdasarkan definisi singkat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima oleh orang yang berupa 
uang atau barang sebagai balas jasa dari faktor-faktor produksi. 
2.5.2 Jenis-Jenis dan Sumber Pendapatan  
Menurut Gilarso dalam Faizah (2009:29) jenis pendapatan yang diperoleh 
seseorang dikategorikan menjadi: 
1. pendapatan pokok yaitu pendapatan yang diperoleh dari upah sebagai 
kerja pokok; 
2. pendapatan tambahan yaitu pendapatan yang diperoleh dari luar 
pendapatan pokok; 
3. pendapatan lain-lain yaitu pendapatan yang diperoleh di luar pendapatan 
pokok dan tambahan. 
Sedangkan sumber pendapatan keluarga berasal dari: 
1. pendapatan dari pekerjaan yaitu pendapatan yang diperoleh dari suatu 
pekerjaan misalnya guru, dokter, notaris, akuntan dan sebagainya; 
2. penghasilan dari modal yaitu pendapatan yang diperoleh dari harta yang 
dikerjakan sendiri; 
3. pendapatan dari kegiatan usaha yaitupendapatan yang diperoleh dari 
hadiah, pembebasan utang. 
2.5.3  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan  
Menurut Kam dalam Chariri dan Ghozali (2001:254) faktor-faktor yang 
mempengaruhi pendapatan adalah:  
1. kegiatan menghasilkan dan menjual output; 




Sedangkan menurut Suwardjono dalam Chariri dan Ghozali (2001:257) 
pendapatan dipengaruhi oleh:  
1. modal atau pendanaan (financing) yang mengakibatkan adanya 
tambahan dana; 
2. untung dari penjualan aktiva yang berupa produk perusahaanseperti 
aktiva tetap; 
3. hadiah, sumbangan atau temuan; dan 
4. penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau 
penyerahan jasa.  
 
2.6 Pelayanan Pajak 
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan  
Publik, mengharuskan setiap penyelenggaraanpelayanan publik memiliki  
standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi 
penerima pelayanan termasuk pelayanan perpajakan. Menurut 
Boediono(2009:60), “Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain 
dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan 
interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan”. 
Menurut Surjoputro dan Widodo dalam Faizah (2009:31) mengemukakan  
bahwa, pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem 
administrasi perpajakan dimana salah satunya meliputi pelayanan pajak(tax 
service). Menurut Danang (2013), menyatakan bahwa: 
“Pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung 
antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan 
menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan merupakan cara atau 
aktivitas yang dilakukan oleh aparat pajak atau fiskus dalam rangka 
memberikan kenyamanan kepada wajib pajak untuk meningkatkan 




Pelayanan yang baik kepada wajib pajak dilaksanakan agar wajib pajak 
dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan mudah. Wajib pajak patuh 
karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan serta pajak 
yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. 
Menurut Boediono (2003:61), “Pelayanan  terkait  dengan  tugas  aparatur  
pemerintah  disebut  pelayanan umum”. Ada hubungan timbal  balik antara 
kepatuhanmembayar pajak dengan kinerja pemerintah, terutama  yang 
menyangkut jasa pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan  
kepentingan masyarakat. Kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dapat 
ditingkatkan apabila seluruh aparat pemerintahmeningkatkan danmemperbaiki  
mutu pelayanannya. Dalam hal pelayanan umum harus dilaksanakan dalam 
suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat:  
1. sederhana, bahwa pelayanan itu tidak menyulitkan, prosedurnya mudah, 
tidak berbelit-belit, cepat, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan; 
2. terbuka, yaitu aparatur yang bertugas melayani pelanggan harus 
memberikan penjelasan yang sejujur-jujurnya, apa adanya dalam 
peraturan dan norma, tidak menakuti-nakuti dan tidak mengharapkan 
imbalan atas pelayanan yang diberikan; 
3. lancar, yaitu adanya prosedur yang tidak berbelit-belit dan memberikan 
pelayanan dengan ikhlas; 
4. tepat, yang dimaksud tepat adalah tepat sasaran atau persis dalam arti 
tidak lebih dan tidak kurang atau tepat waktu, atau tepat jawabannya, 
tepat dalam memenuhi janji dan seterusnya; 
5. lengkap, dapat diartikan tersedia apa yang diperlukan pelanggan; 
6. wajar, pelayanan yang wajar artinya tidak ditambah-tambah menjadi 
pelayanan yang bergaya mewah sehingga memberatkan pelanggan; 





Menurut Boediono dalam Faizah (2003:72) jenis-jenis pelayanan dibidang 
Pajak Bumi dan Bangunan adalah. 
1. Pendaftaran objek pajak  
2. Mutasi objek/subjek pajak  
3. Pembatalan SPPT/SKP/STP  
4. Pembuatan salinan SPPT  
5. Keberatan atas penunjukkan sebagai subjek pajak  
6. Keberatan atas ketetapan pajak terutang  
7. Restitusi dan kompensasi 
8. Pengurangan dan penghapusan atas denda administrasi  
9. Penetapan kembali jatuh tempo pembayaran  
10. Penundaan tanggal pengembalian  
11. Pemberian informasi yang berhubungan dengan pajak  
Pelayanan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan 
PBB yang meliputi pelayanan pembayaran, fasilitas pendukung, serta pelayanan 
penyampaian informasi yang diberikan oleh petugas yang menangani PBB 
kepada wajib pajak PBB. 
 
2.7  Sanksi 
Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang tidak taat pada 
aturan, dan denda adalah hukuman negatif dengan cara membayar uang karena 
melanggar peraturan dan hukum yang berlaku. Sanksi perpajakan merupakan 
jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma 
perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi 
perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak 
melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59). 
 Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan 




masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus 
ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin 
dalam Jatmiko, 2006:32).  
Saefuddin dalam Jatmiko (2006:32) mengemukakan bahwa undang-
undang pajak dan tahun peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis 
penghargaan bagi wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik atau 
piagam penghargaan. Walaupun wajib pajak tidak mendapatkan penghargaan 
atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak  
akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melaksanakan 
kewajibannya. 
 
2.8  Penelitian Terdahulu 
Penelitian sebenarnya yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat 
dipakai sebagai bahan masukan serta pengkajian yang terkait dengan penelitian 
ini telah dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya. Untuk memperjelas 
perbedaan dan persamaannya dengan penelitian sekarang, maka dapat 
disajikan dalam tabel sebagai berikut. 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
Peneliti 
(Tahun) 





















kepatuhan wajib pajak 
Terdapat pengaruh yang 





pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak dalam 
membayar PBB 


















(Studi Wajib Pajak 
Orang Pribadi di 
Kabupaten Klaten) 
Independen :  






pelayanan pajak  
 
Dependen:  
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pajak (tax service) 
mempengaruhi perilaku 
wajib pajak untuk patuh 
terhadap perpajakan. 
Sedangkan pengetahuan 
atas sanksi pajak tidak 
mempengaruhi perilaku 
wajib pajak untuk patuh 



















kesadaran WP  
Dependen: kepatuhan 
WP 
Variabel penghasilan WP 
tidak berpengaruh 
melainkan hanya variabel 
kesadaran wajib pajak 
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Variabel Dependen:  
kepatuhan WP 
Pelayanan, pendapatan, 
wajib pajak, SPPT, dan 
penyuluhan berpengaruh 
secara parsial terhadap 
kepatuhan WP.  
Sedangkan, sanksi tidak 
berpengaruh secara 
parsial terhadap wajib 
pajak. Secara simultan 
pelayanan, pendapatan , 
SPPT, penyuluhan dan 
Sanksi memiliki pengaruh 
yang signifikan  terhadap 























kualitas pelayanan pajak, 
sanksi pajak dan 
kesadaran wajib pajak 
berpengaruh signifikan 
positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 





2.9 Kerangka Pemikiran 
Kepatuhan seseorang terhadap melaksanakan kewajibannya didasari 
oleh berbagai macam faktor. Begitu juga pada kepatuhan wajib pajak yang 
didasari oleh berbagai macam faktor baik dari eksternal maupun internal.  
Landasan teori di atas mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar PBB dapat dipengaruhi oleh pendapatan, kualitas pelayanan, dan 
sanksi. Gambar2.1 menyajikan kerangka pemikiran untuk pengembangan 












 Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran  
 
2.10 Hipotesis Penelitian 
Hipotesis adalah jawaban yang  bersifat sementara terhadap 
permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 
2002:64). Berdasarkan penelitiansebelumnya dan kerangka pemikiran. maka 














1. Pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak 
Berdasarkan teori atribusi, pendapatan wajib pajak merupakan penyebab 
internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat 
keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan 
kewajibannya. Pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh wajib 
pajak dari bekerja dan akhir bulan mendapat gaji.  
Menurut Putri dan Isgiyarta (2013), kontribusi masyarakat bagi  
perkembangan  dan  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia salah satunya dengan 
memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada negara. Wajib pajak 
dapat  melakukan  pembayaran  pajak  tersebut  pastinya  dengan  menyisihkan  
sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila wajib pajak mempunyai 
pendapatan yang cukup, maka individu tersebut mampu untuk memenuhi 
kebutuhan hidup dan kewajibannya  sebagai warga negara yang baik yaitu 
dengan membayar pajak tepat pada waktunya. 
Penelitian yang dilakukan oleh Faizah (2009) mengatakan bahwa 
pendapatan mempunyai pengaruh secara signifikan. Penelitian Ronia (2013)juga 
menemukan bahwa pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Musthofa 
(2011) dengan hasil penelitian bahwa pendapatan tidak berpegaruh secara 
signifikan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor dari luar.Berdasarkan 
berbagai penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 
H1  :  Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
2. Pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak  
Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di pengaruhi oleh 
pelayanan pajak yang baik ataupun yang buruk. Teori Atribusi dapat menjelaskan  
pelayanan pajak sebagai faktor eksternal dari wajib pajak yang berkontribusi 




Menurut Boediono (2003:31) pelayanan adalah suatu proses bantuan 
kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan  kepekaan dan 
hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Seorang 
wajib pajak akan taat membayar pajak apabila wajib pajak mempunyai 
pengalaman langsung mengenai pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib 
pajak tersebut dan hasil pungutan pajaknya dapat memberikan kontribusi 
terhadap pembangunan. Oleh karena itu, apabila wajib pajak puas tentang 
pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka wajib pajak tersebut akan taat 
membayar pajak. 
Penelitian Faizah (2009) mengatakan bahwa pelayanan pajak 
berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 
PBB. Hasil penelitian ini diperkuat oleh Widiastuti (2014) yang juga menguji 
pengaruh pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Berdasarkan berbagai penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai 
berikut. 
H2 :  Pelayanan pajak berpengaruh postif terhadap kepatuhan wajib pajak 
3. Pengaruh sanksi pajak dapat memperkuat hubungan antara pendapatan 
dengan tingkat kepatuhan wajib pajak  
Teori Atribusi menunjukkan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh 
faktor internal dan eksternal. Dalam hal ini kepatuhan wajib pajak pada seseoang 
dilandasi dari berbagai persepsi serta memberi penilaian. Teori ini mampu 
menjelaskan bahwa sanksi pajak sebagai faktor eksternal dan pendapatan 
merupakan faktor internal bagi wajib pajak.  
Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa orang-orang dapat belajar 
melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Seseorang akan taat 




langsungnya yaitu jika hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi 
nyata pada pembangunan suatu negara.  
Semakin tinggi pelaksanaan sanksi dendayang diberikan akan 
menambah pengeluaran wajib pajak, maka pengaruh sanksi dapat memperkuat 
hubungan antarapendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 
PBB yang telah dibentuk semakin memperlihatkan kecenderungan 
kepatuhanwajib pajak semakin  patuh.  Hal  tersebut  dikarenakan ada pengaruh 
dari dalam diri wajib pajak yang diperkuat dengan pengaruh dari faktor internal 
daneksternal wajib pajak. Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat 
dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 
H3 :  sanksi pajak dapat memperkuat hubungan antara pendapatan 
dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. 
4. Pengaruh sanksi pajak dapat memperkuat hubungan antara kualitas 
pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.   
Sanksi jika dikaitkan dengan teori atribusi dapat menjadi faktor eksternal 
bagi wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 
dituruti/ditaati/di patuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan 
alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan 
(Mardiasmo,  2011:59). 
Sanksi dapat memperkuat atau memperlemah kepatuhan wajib pajak 
seseorang. Pengaruh yang diberikan tersebut terjadi apabila terdapat sanksi 
yang merugikannya. Faktor kepatuhan pajak menurut Devano dan Rahayu 
(2006:112) salah satunya adalah kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib  




keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi 
harapan pelanggan. 
Kualitas pelayanan pajak yang buruk akan membuat wajib pajak enggan 
patuh melaksanakan kewajibannya. Hal ini menyebabkan semakin banyak sisa 
tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka  akan semakin berat bagi 
wajib pajak untuk melunasinya. Oleh sebab itu sanksi  denda akan berpengaruh 
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam  membayar pajak PBB. 
Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai 
berikut. 
H4 :  sanksi pajak dapat memperkuat hubungan antara pelayanan pajak 







3.1 Rancangan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah uji hipotesis (hypotheses testing). Uji 
Hipotesis adalah studi yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan serta 
menjelaskan tentang hubungan yang dapat diperkirakan secara logis diantara 
dua variabel atau lebih sehingga solusi dapat ditemukan untuk mengatasi 
masalah yang dihadapi (Sekaran, 2009:135). Penelitian ini menggunakan desain 
pendekatan korelasional dengan menggunakan variabel moderating. Yaitu 
penelitian atau penelaahan hubungan antara variabel bebas dengan variabel 
tergantung tetapi juga mucul adanya variabel yang ikut mempengaruhi hubungan 
antara variabel tersebut yaitu variabel moderasi (jatmiko, 2006). Dimana dalam 
penelitian ini untuk menguji hubungan/pengaruh antara pendapatan dan 
pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Takalar yang 
dimoderasi oleh pelaksanaan sanksi.Setting penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (field research). Menurut Sekaran (2009:167), “Studi lapangan adalah 
studi yang dilakukan untuk menentukan hubungan sebab akibat menggunakan 
lingkunganalami yang tidak diatur”. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah 
menggunakan studi cross-sectional. Studi cross-sectional menurut Sekaran 
(2009:177) adalah sebuah studi yang dilakukan dengan data yang hanya sekali 
dikumpulkan, baik selama periode harian, mingguan atau bahkan bulanan dalam 
rangka menjawab pertanyaan penelitian, tanpa ada usaha untuk mempelajari 
individu atau fenomena secara mendalam. Penelitian ini menggunakan skala 





3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Berdasarkan judul yang peneliti angkat yakni pengaruh pendapatan dan 
pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB dengan sanksi 
pajak sebagai variabel moderating. Penelitian ini mendapatkan data yang 
diperlukan secara survey dengan menyebar kuesioner pada wajib pajak PBB di 
Kabupaten Takalar. 
 
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 
3.2.1 Populasi Penelitian 
Menurut Sugiyono (2013:61) populasi adalah “Wilayah generalisasi yang 
terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 
Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak PBB di Kabupaten 
Takalar. 
3.3.2 Sampel Penelitian 
Sampel menurut Sugiyono (2013:62) adalah bagian dari jumlah maupun 
karakteristik populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan 
dapat mewakili populasi penelitian.Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan metode simple random sampling. Sampelnya 
merupakan wajib pajak PBB yang ditemui oleh peneliti secara acak di lokasi 
penelitian. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan rumus slovin (Budianty, 2015): 
n =  
n  =  jumlah sampel 
N  =  populasi 
e  =  persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 





n =  
n = 99,95 
n = 100 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil 
dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,95 yang dibulatkan menjadi 100 wajib 
pajak PBB. 
 
3.4 Jenis Data dan Sumber Data 
3.4.1 Jenis Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh 
responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner.  
3.4.2 Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam peneilitian ini adalah. 
1. Data primer 
Data primer adalah data yang secara langsung bersumber dari responden 
tanpa ada perantara, dalam hal ini adalah dari jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Data primer yang dihasilkan 
dalam penelitian ini adalah merupakan hasil dari tanggapan responden 
terhadap variabel-variabel penelitian yang akan diuji.  
2. Data sekunder  
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Takalar yang berkaitan dengan penelitian ini.  
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Data dikumpulkan melalui metode angket, yaitu dengan menyebarkan 
daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disusun secara terstruktur dan 




informasi atau data yang akan digunakan untuk menganalisis masalah. 
Kuesioner diberikan secara langsung ke wajib pajak PBB yang menjadi objek 
penelitian. Jumlah kuesioner yang disediakan peneliti sesuai dengan jumlah 
sampel. 
 
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
3.6.1 Variabel Penelitian 
Dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis variabel yakni variabel bebas 
(independent variable), variabel terikat (dependent variable), dan variabel 
moderasi (moderating variable). Variabel terikat adalah variabel yang menjadi 
perhatian utama peneliti. Variabel bebas adalah variabel yang akan 
mempengaruhi variabel terikat secara positif ataupun negatif (Sekaran, 
2009:117). Sedangkan variabel moderasi adalah variabel yang dapat 
memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen 
dengan dependen. Adapun variabel bebas dan terikat beserta indikator-
indikatornya adalah sebagai berikut: 
Tabel 3.1 









1. Membayar pajak sesuai 
dengan kewajiban/jumlah 
pajak yang terutang. 
2. Tepat waktu dalam 
membayar pajak sebelum 
jatuh tempo. 






Besarnya pendapatan bersih dari 
pekerjaan pokok dan sampingan yang 
dihasilkan oleh seluruh anggota 
keluarga yaitu bapak, istri, anak laki-
laki dan perempuan yang belum 
menikah dengan perhitungan 









1.  Mekanisme penyampaian 
SPPT. 
2.  Mekanisme pembayaran PBB 
. 
3.  Pelayanan petugas saat 
wajib pajak membayar. 
4. Fasilitas pendukung dalam 
pelayanan. 
5. Kecepatan dan ketanggapan 
petugas pajak dalam 
menghadapi keluhan wajib 
pajak. 




1. Tidak menyampaikan SPOP 
dikenakan sanksi administrasi 
2. Pemahaman mengenai sanksi 
PBB 
3. Terlambat bayar dikenakan 
denda. 
4. Denda administrasi apabila 
terlambat atau tidak bayar 
PBB. 
5. Sanksi pidana karena 
melaggar ketentuan PBB  
6. Penerbitan surat paksa 
Ordinal Kuesioner 
Sumber: diolah 2016 
3.6.2 Definisi Operasional 
Definisi Operasional Variabel adalah penarikan batasan yang lebih 
menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantif dari suatu konsep. Definisi 
operasional dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut. 
1. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 
a. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh 
serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh 
adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan 




dalam peraturan pelaksanaan perpajakan dan sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.  Variabel ini 
diukur dengan menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian 
Nurfauzi (2016). Indikator dari variabel kepatuhan wajib pajak ini 
adalah diambil dari kepatuhan formal sebagai berikut.  
1. Membayar pajak sesuai dengan kewajiban/jumlah pajak yang 
terutang 
2. Tepat waktu dalam membayar pajak sebelum jatuh tempo  
3. Tidak mempunyai tunggakan pajak.  
Masing-masing item pertanyaan ini diukur dengan menggunakan skala likert lima 
skor yaitu 1 = rendah sekali, 2 = rendah, 3 = netral, 4 = tinggi, dan 5 = sangat 
tinggi. 
2. Variabel Bebas (Independent Variable) 
a. Pendapatan (X1) 
Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan bersih yang 
diterima oleh wajib pajak dari pekerjaan pokok dan pekerjaan 
sampingan dengan perhitungan pendapatan satu bulan. Pendapatan 
dalam penelitian ini menggunakan indikator yang dikembangkan oleh 
Faizah (2009) yaitu besarnya pendapatan bersih dari pekerjaan 
pokok dan sampingan yang dihasilkan oleh seluruh anggota keluarga 
yaitu bapak, istri, anak laki-laki dan perempuan yang belum 
berkeluarga dengan perhitungan pendapatan satu bulan. 
Instrumen yang digunakan untuk mengukur pendapatan terdiri 
dari 1 item pertanyaan dengan menggunakan pertanyaan tertutup 
yaitu responden mengisi jawaban dengan memberikan 




pajak. Variabel pendapatan diukur dengan instrumen yang diadopsi 
dari Faizah (2009). Dimana tiap jawaban wajib pajak tentang jumlah 
pengetahuan dikelompokkan dan diukur dengan skala likert yang 
menggunakan lima poin, dimana semakin tinggi skor akan 
menunjukkan semakin tingginya kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar PBB. Kategorinya sebagai berikut: 
1. Skor 1 (Rendah) = Penghasilan≥Rp750.000,- 
2. Skor 2 (Kurang Tinggi) = Rp750.000,- < Penghasilan ≤ 
Rp1.500.000,- 
3. Skor 3 (Cukup Tinggi) = Rp1.500.000,- < Penghasilan ≤ 
Rp2.250.000,- 
4. Skor 4 (Tinggi) =Rp2.250.000,- <Penghasilan≤Rp3.000.000,- 
5. Skor 5 (Sangat Tinggi) = Penghasilan>Rp3.000.000,-. 
b. Pelayanan Perpajakan (X2) 
Pelayanan perpajakan dalamPajak Bumi dan Bangunan dapat 
diartikan semua mekanisme dari penyerahan SPPT ke wajib pajak 
sampai mekanisme dalam pembayaran harus memenuhi dan 
memberikan wajib pajak kenyamanan dan kepuasan. Standar 
pelayanan perpajakan dalam Pajak Bumi dan Bangunan dapat 
dikatakan baik jika SPPT diterima oleh wajib pajak dengan tepat 
waktu, cara pembayaran yang cepat dan mudah, tempat pembayaran 
yang mudah dijangkau, serta keramahan dan kecepatan petugas 
dalam melayani pembayaran dan keluhan dari wajib pajak sehingga 





Item indikator dari variabel pelayanan perpajakan diadopsi dari 
penelitian Nurfauzi (2016)  sebagai berikut.  
1. Mekanisme penyampaian SPPT  
2. Mekanisme pembayaran PBB-P2 
3. Pelayanan petugas saat wajib pajak membayar  
4. Fasilitas pendukung dalam pelayanan  
5. Kecepatan dan ketanggapan petugas pajak dalam menghadapi 
keluhan wajib pajak. 
Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert lima skor yaitu 1 = sangat 
tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju. 
3. Variabel Moderasi (Moderating Variable) 
a. sanksi pajak (X3) 
Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk 
menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewaijban 
perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami 
sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum 
dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sanksi perpajakan 
merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ 
dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan 
alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma 
perpajakan (Mardiasmo, 2011:59). Item indikator dari variabel sanksi 
pajak diadopsi dari penelitian Stpevanni (2013)  sebagai berikut. 
1. Tidak menyampaikan SPOP dikenakan sanksi administrasi. 
2. Pemahaman mengenai sanksi PBB. 




4. Denda administrasi apabila terlambat atau tidak bayar PBB 
5. Sanksi pidana karena melanggar ketentuan PBB  
6. Penerbitan surat paksa  
Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert lima skor yaitu 1 = sangat 
tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju.  
 
3.7 Instrumen Penelitian dan Pengukuran Variabel Penelitian 
Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian yang 
diadopsi dari penelitian Nurfauzi. (2016) untukvariabelkepatuhan wajib pajak dan 
pelayanan pajak.  Penelitian dari Faizah (2009) untuk variabel pendapatan. Dan 
untuk variabelsanksi pajakmengadopsi dari penelitian Stpevanni (2013). 
Kuesioner akan diisi atau dijawab oleh wajib pajak PBB di Kabupaten Takalar. 
Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup. Pertanyaan tertutup 
yaitu responden hanya memberi tanda/tickmark (X) pada pilihan jawaban yang 
tersedia. Penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5 untuk 
variabel kepatuhan wajib pajak, pelayanan pajak, dan sanksi pajak. Caranya 
adalah memberikan skor pada pilihan yang tersedia, yaitu:  
Sangat Tidak Setuju (STS) = 1  
Tidak Setuju (TS) = 2  
Netral (N) = 3  
Setuju (S) = 4  
Sangat Setuju (SS) = 5 
 
3.8 Analisis Data  
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis statistik dengan menggunakan SPSS 21.0. Metode analisis data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi dengan variabelmoderating 
yaitu melihat pengaruh pendapatan wajib pajak dan pelayanan pajak terhadap 




3.8.1 Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan 
atau menggambarkan data yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa 
bermaksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara generalisasi. Dalam 
statistik deskriptif, hasil jawaban responden akan dideskripsikan menurut masing-
masing variabel penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat 
kesimpulanyang lebih luas (Sugiyono, 2013:21). 
3.8.2 Uji Kualitas Data 
Komitmen pegukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis 
sangat bergantung pada kualitas data yang yang dipakai dalam pengujian 
tersebut. Data penelitian tidak akan berguna dengan baik jika instrumen yang 
digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki tingkat keandalan 
(Reliability) dan tingkat keabsahan (Validity) yang tinggi. Oleh karena itu, terlebih 
dahulu kuesioner harus diuji keandalan dan keabsahannya. 
3.8.2.1 Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah/valid atau tidaknya suatu 
kuesioner sebagai suatu instrumen penelitian. Kuesioner dikatakan valid jika 
pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 
oleh kuesioner tersebut (Sunyoto, 2011:72). Pengujian dilakukan dengan 
menggunakan metode korelasi productmoment pearson yang kemudian 
dibandingkan dengan r tabel. Nilai r tabel diperoleh dari degree of freedom = n-k, 
di mana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Apabila nilai 
korelasinya lebih besar dari r tabel, maka pernyataan tersebut dianggap valid. 
Jika nilai korelasinya lebih kecil dari nilai r tabel, maka pernyataan dianggap tidak 





3.8.2.2 Uji Reliabilitas 
Relibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel yang diteliti (Sunyoto, 2011:67). Pertanyaan 
dalam kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 
adalah konsisten. Uji reliabilitas pengukuran dalam penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan cronbach`s alpha dengan bantuan software SPSS 20.0. 
Koefisien cronbach`s alpha yang lebih dari nilai r table disebut reliabel. Ada 
jugayang berpendapat reliabel jika cronbach alpha >0,60 (Sunyoto, 2011:68). 
Nilai cronbach`s alpha yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi 
konsistensi internal reliabilitasnya. 
3.8.3 Uji Asumsi Klasik 
Model regresi harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut asumsi 
klasik. Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk menghindari perolehan yang bias. 
Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai 
berikut. 
3.8.3.1 Uji Normalitas 
Uji asumsi ini akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel 
terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal 
atau berdistribusi tidak normal (Sunyoto, 2011:84). Uji ini bertujuan untuk menguji 
apakah ada variabel pengganggu atau variabel residual dalam model regresi. Uji 
normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis 
grafik dan uji one-sample Kolmogorov-smirnov . Pengambilan keputusan dengan 
analisis grafik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normal probability 
plot. Uji normal probability plot dikatakan berdistribusi normal jika garis data rill 
mengikuti garis diagonal dan cara ini dianggap lebih handal daripada grafik 




(Sunyoto, 2011:89). Sementara untuk uji Kolmogorov-Smirnov dikatakan 
berdistribusi normal jika asymptotic significan data lebih besar daripada 0.05 
(p>0.05) (Sufren, 2013:68). 
3.8.3.2 Uji Autokorelasi 
Uji Autokorelasi bertujuan untuk mencari tahu apakah kesalahan (errors) 
suatu data pada periode tertentu berkorelasi dengan periode lainnya (Sufren, 
2013:108). Model regresi yang baik adalah tidak mengalami autokorelasi. 
Carauntuk mengetahui apakah suatu model regresi mengalami autokorelasi atau 
tidak dengan mengecek nilai Durbin-Watson (DW). Syarat untuk tidak terjadi 
autokorelasi adalah 1 < DW < 3 (Sufren, 2013:109). 
3.8.3.3 Uji Multikolinieritas 
Uji asumsi klasik ini digunakan untuk analisis regresi berganda yang 
terdiri dari minimal dua variabel bebas, di mana akan diukur tingkat asosiasi 
(keeratan) hubungan atau pengaruh antarvariabel bebas tersebut melalui 
besaran koefisien korelasi (r). Dalam menentukan terjadinya multikolinieritas 
dapat digunakan cara sebagai berikut. 
1. Jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0.6. 
2. Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan 
secara statistik. 
3. Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan 
baku kuadrat. 
Salah satu cara untuk menguji multikolinieritas adalah dengan melihat 
nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance harus di antara 
0,0 – 1 atau tidak kurang dari 0,1, sementara untuk VIF nilainya harus lebih 





3.8.3.4 Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat sama atau tidak varians 
dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika 
residualnya mempunyai varians yang sama, disebut terjadi homoskedastisitas 
dan jika variansnya tidak sama terjadi heteroskedastisitas. Hasil yang diharapkan 
terjadi adalah homoskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot 
titik-titiknya mempunyai pola teratur, baik menyempit, melebar maupun 
bergelombang-gelombang. Sementara homoskedastisitas terjadi jika pada 
scatterplot titik-titik hasil pengolahan data menyebar di bawah maupun di atas 
titik orgin (angka nol) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. 
3.8.4  Uji Hipotesis 
Hipotesis pada dasarnya adalah suatu proporsi atau tanggapan yang 
sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau solusi atas 
persoalan. Sebelum diuji, maka suatu data terlebih dahulu harus dikuantitatifkan. 
Pengujian hipotesis statistik adalah prosedur yang memungkinkan keputusan 
dapat dibuat, yaitu keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis dari data 
yang sedang diuji (Sunyoto, 2011:93). Dalam penelitian analisis yang akan 
digunakan yaitu Moderated  Regression  Analysis  (MRA) dengan menggunakan 
Uji Selisih Nilai Mutlak. Alasan menggunakan uji interaksi ini adalah adanya 
variabel moderating dalam penelitian ini. Uji selisih nilai mutlak dilakukan dengan 
cara mencari selisih nilai mutlak terstandarisasi di antara kedua variabel 
bebasnya. Jika selisih nilai mutlak dintara kedua variabel bebas tersebut 
signifikan positif maka variabel tersebut memoderasi hubungan antara variabel 
bebas dan variabel tergantungnya (Ghozali, 2006).  
Model  persamaan  penelitian  yang  digunakan dirumuskan dengan 





5.1 Kesimpulan Penelitian  
Berdasarkan pada pengujian dan analisis dari penelitian ini dapat 
diperoleh kesimpulan mengenai pengaruh pendapatan dan pelayanan pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dengan sanksi sebagai 
variabel moderating sebagai berikut. 
1. Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis pertama bahwa variabel 
pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar PBB. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan 
seseorang akan semakin taat dalam melaksanakan kewajibannya dalam 
membayar pajak. Pendapatan seseorang dapat mempengaruhi 
bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan patuh dalam 
melaksanakan kewajibannya. 
2. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua. Pada penelitian ini 
variabel pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak yang baik, cepat dan 
ramah membuat wajib pajak semakin patuh. Kualitas pelayanan pajak 
yang diberikan oleh fiskus (petugas pajak) menentukan patuh tidaknya 
wajib pajak dalam membayar pajak. 
3. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis ketiga bahwa variabel 
sanksi pajak dapat memperkuat hubungan antara variabel pendapatan 
dengan variabel kepatuhan wajib pajak.  Penelitian ini menunjukkan 
bahwa sanksi gagal menjadi variabel moderating. Adanya variabel sanksi 




tidak membuat wajib pajak semakin patuh atau menjadi tidak patuh dalam 
melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak. Hal tersebut 
disebabkan oleh wajib pajak di Kabupaten Takalar sebagian besar 
mengabaikan sanksi atau minimnya pengetahuan mengenai sanksi yang 
berlaku. 
4. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis keempat  bahwa 
variabel sanksi dapat memperkuat hubungan antara pelayanan pajak 
dengan kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi gagal menjadi variabel 
moderating. Adanya variabel sanksi tidak mempunyai pengaruh untuk 
membuat wajib pajak semakin patuh atau menjadi tidak patuh dalam 
membayar pajak dalam hubungan antara pelayanan pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak beranggapan 
sanksi bukan hal yang menakutkan dan memberatkan sehingga wajib 
pajak harus patuh karena adanya sanksi. 
 
5.2 Keterbatasan Peneliti  
1. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang jawabannya 
berdasarkan persepsi jawaban responden, sehingga kemungkinan terjadi 
bias atau ketidaksesuaian dengan keadaan yang sebenarnya dan 
mengandung unsur subjektifitas.  
2. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen dan satu 
variabel moderating saja serta tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain 
yang dapat menjadi variabel independen dan moderating yang  






5.3 Saran Penelitian  
1. Sosialisasi mengenai PBB harus terus dilakukan, agar semua lapisan 
masyarakat dapat memahamami dan sadar akan pentingnya 
melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, dan merasakan 
manfaatnya secara langsung untuk pembangunan Kabupaten Takalar 
yang lebih baik lagi. 
2. Pelayanan pajak harus terus ditingkatkan, dengan memberikan pelatihan 
SDM bagi para fiskus agar pelayanan pajak lebih baik kedepannya.  
3. Sanksi pajak ditingkatkan untuk disosialisasikan dengan baik kepada 
wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan 
dengan pelaksanaan sanksi serta fiskus harus lebih tegas dalam 
pengenaan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar. 
4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik menganai kepatuhan wajib pajak 
PBB disarankan memperluas lingkup penelitian, yaitu dengan menambah 
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LAMPIRAN 2  
KUESIONER PENELITIAN 
Kepada Yth,  
Bapak/Ibu/Saudara/i Responden 
Di  
      Tempat 
 
Dengan Hormat,  
 Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa 
Program Strata Satu (S1) Universitas Hasanuddin, peneliti bermaksud 
melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh 
Pendapatan dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam 
Membayar PBB dengan Sanksi Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus 
pada Wajib Pajak di Kabupaten Takalar)”. Untuk itu, peneliti mengharapkan 
kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar 
kuesioner ini secara lengkap. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk 
kepentingan penelitian. Sehingga kerahasiaannya akan dijaga sesuai dengan 
etika penelitian.  
 Atas kesediaan dan bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab 













I. IDENTITAS RESPONDEN  
Untuk keperluan keabsahan data penelitian ini, saya mengharapkan kepada 
Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk mengisi data berikut ini: 
 
Nama      :  
Jenis Kelamin     : L / P *)  
Usia      :  
Pendidikan Terakhir     : SMA / D3 / S1 / S2 *)  
Status       : Menikah / Belum Menikah *)  
*) Lingkari jawaban sesuai dengan identitas responden  
 
II.  DAFTAR KUESIONER 
PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER  
1. Mohon terlebih dahulu Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk membaca pernyataan-
pernyataan dengan cermat, sebelum mengisinya.  
2. Berikan tanda silang (X) yang menjadi jawaban pilihan 
Bapak/Ibu/Saudara(i) pada salah satu keterangan yang ada.  
(1) Variabel Pendapatan (X1)  
Berapa pendapatan bersih rata-rata yang diperoleh dari pekerjaan pokok 

























1.  Bapak      
2.  Anggota keluarga 
lainnya: 
     
 a. Istri       
 b.  Anak Laki-laki*      
 c. Anak 
Perempuan* 
     
Total pendapatan bersih 
selama satu bulan 
     
Ket.*: belum berkeluarga  
Ket. Simbol: ≤ kurang dari atau sama dengan  
  lebih dari 




PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER  
1. Mohon terlebih dahulu Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk membaca pernyataan-
pernyataan dengan cermat, sebelum mengisinya.   
2. Berikan tanda silang (X) yang menjadi jawaban pilihan Bapak/Ibu/Saudara(i) 
pada salah satu keterangan yang ada.  
STS  (1) : Sangat Tidak Setuju  
TS     (2) : Tidak Setuju  
N       (3) : Netral  
S       (4) : Setuju  
SS     (5) : Sangat Setuju 
 
(2) Variabel Pelayanan pajak (X2) 
NO DAFTAR PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. 
Penyampaian SPPT oleh petugas sudah 
berjalan dengan baik (penyampaian 
tidak pernah terlambat dan selalu 
menerima SPPT). 
     
2. 
Mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan sekarang ini memudahkan 
saya dalam membayar (tidak berbelit-
belit, jelas dan praktis). 
     
3. 
Pada saat membayar PBB saya sudah 
terlayani dengan baik (proses cepat dan 
tepat, pelayanan pegawai yang ramah). 
     
4. 
Fasilitas pendukung dalam pelayanan 
saat pembayaran sudah memuaskan 
(misalnya tempat pembayaran yang 
mudah dijangkau, tempat yang bersih, 
ruang tunggu dan lainnya). 
     
5. 
Petugas pajak cepat tanggap atas 
keluhan dan kesulitan yang dialami oleh 
wajib pajak. 
     









(3) Variabel Sanksi PBB (X3) 
NO DAFTAR PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. 
Jika tidak menyampaikan SPOP maka 
saya akan dikenakan sanksi administrasi 
berupa denda sebesar 25% dihitung dari 
pokok pajak. 
     
2. 
Saya paham mengenai sanksi-sanksi 
PBB yang dikenakan denda yang sesuai. 
     
3. 
Saya pernah terlambat membayar PBB 
dan dikenakan denda yang sesuai. 
     
4. 
Saya akan dikenakan denda administrasi 
sebesar 2%. 
     
5. 
Saya pernah masuk penjara dan dikenai 
denda karena melanggar ketentuan 
PBB. 
     
6. 
Jika dalam waktu 30 hari setelah Surat 
Tagihan Pajak terbit belum ada 
pembayaran dari wajib pajak maka 
diterbitkan Surat Paksa. 
     
Sumber: Stpevanni (2013) 
 
(4) Variabel Kepatuhan  Wajib Pajak (Y) 
NO DAFTAR PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. 
Saya membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan sesuai dengan jumlah pajak 
yang terutang. 
     
2. 
Saya membayar pajak bumi dan 
bangunan sebelum jatuh tempo yang 
tertera pada SPPT. 
     
3. Saya tidak memiliki tunggakan pajak.      






LAMPIRAN 3  
HASIL UJI KUALITAS DATA 
Hasil Uji Validitas  
1. Pendapatan  (X1) 
 
 
2. Pelayanan Pajak (X2) 
 
Correlations 




1 ,691** ,687** ,292** ,151 ,735** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,003 ,134 ,000 




,691** 1 ,707** ,262** ,124 ,712** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,008 ,220 ,000 




,687** ,707** 1 ,462** ,382** ,859** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 




,292** ,262** ,462** 1 ,568** ,733** 
Sig. (2-tailed) ,003 ,008 ,000  ,000 ,000 




,151 ,124 ,382** ,568** 1 ,646** 
Sig. (2-tailed) ,134 ,220 ,000 ,000  ,000 




,735** ,712** ,859** ,733** ,646** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Correlations 
 X11 X12 TX1 
X11 
Pearson Correlation 1 ,414** ,910** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 
N 100 100 100 
X12 
Pearson Correlation ,414** 1 ,754** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 
N 100 100 100 
TX1 
Pearson Correlation ,910** ,754** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  
N 100 100 100 




3. Sanksi (X3) 
 
4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  
 
Correlations 
 Y11 Y12 Y13 TY 
Y11 
Pearson Correlation 1 ,007 ,304** ,720** 
Sig. (2-tailed)  ,949 ,002 ,000 
N 100 100 100 100 
Y12 
Pearson Correlation ,007 1 -,059 ,519** 
Sig. (2-tailed) ,949  ,560 ,000 
N 100 100 100 100 
Y13 
Pearson Correlation ,304** -,059 1 ,629** 
Sig. (2-tailed) ,002 ,560  ,000 
N 100 100 100 100 
TY 
Pearson Correlation ,720** ,519** ,629** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Correlations 




1 -,072 -,233* ,240* -,074 ,944** ,652** 
Sig. (2-tailed)  ,475 ,020 ,016 ,461 ,000 ,000 




-,072 1 -,108 ,082 -,039 -,045 ,253* 
Sig. (2-tailed) ,475  ,283 ,418 ,701 ,654 ,011 




-,233* -,108 1 -,047 ,193 -,197* ,349** 
Sig. (2-tailed) ,020 ,283  ,646 ,055 ,049 ,000 




,240* ,082 -,047 1 ,200* ,243* ,531** 
Sig. (2-tailed) ,016 ,418 ,646  ,046 ,015 ,000 




-,074 -,039 ,193 ,200* 1 -,027 ,304** 
Sig. (2-tailed) ,461 ,701 ,055 ,046  ,788 ,002 




,944** -,045 -,197* ,243* -,027 1 ,690** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,654 ,049 ,015 ,788  ,000 




,652** ,253* ,349** ,531** ,304** ,690** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,011 ,000 ,000 ,002 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 100 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 




Hasil Uji Reliabilitas 
1. Pendapatan (X1)  
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.794 3 
 
2. Pelayanan Pajak (X2)  
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.787 6 
 
3. Sanksi (X3) 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.802 7 
 



















HASIL UJI ASUMSI KLASIK 
1. Uji Normalitas  
 
 






Std. Deviation .79513817 




Kolmogorov-Smirnov Z .592 
Asymp. Sig. (2-tailed) .875 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
2. Uji Auto Korelasi  
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




1 ,672a ,452 ,435 ,834 1,866 
a. Predictors: (Constant), Sanksi, Pelayanan Pajak, Pendapatan 






























1 Pendapatan  .964 1.038 
Pelayanan Pajak .983 1.018 
Sanksi  .972 1.028 







HASIL UJI HIPOTESIS 
 















B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 7.733 .881  8.775 .000 
Pendapata
n  
.728 .086 .643 8.448 .000 
Pelayanan 
pajak  
.113 .032 .265 3.478 .001 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
 
3. Uji Residual  









B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 8,275 2,642  3,132 ,002 
Pendapata
n 
,968 ,481 ,854 2,013 ,047 
Sanksi ,095 ,116 ,383 ,815 ,417 
Moderat -,013 ,021 -,412 -,613 ,541 







Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,668a ,446 ,434 ,834 
a. Predictors: (Constant), Pelayanan Pajak, Pendapatan 












B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2,480 5,036  ,492 ,624 
Pelayanan 
Pajak 
,489 ,230 1,150 2,127 ,036 
Sanksi  ,455 ,228 1,840 2,000 ,048 
Moderat -,019 ,010 -1,976 -1,816 ,073 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
 
